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GLOSARIUM 
 
  

Hotspot Titik panas atau hotspot adalah indikator kebakaran 

hutan dan/atau lahan yang mendeteksi suatu lokasi yang 

memiliki suhu relatif tinggi dibandingkan suhu 

disekitarnya. 

Izin Lingkungan Merupakan izin yang diberikan kepada setiap orang yang 

melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal 

atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk 

memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. 

Kebakaran Hutan dan/atau 

Lahan 

Pembedaan antara kebakaran hutan dan lahan di dunia 

hanya ada di Indonesia. Pembedaan itu lebih ditujukan 

kepada status kawasan/lahan yang terbakar. Artinya bila 

kebakaran itu terjadi di dalam kawasan hutan maka 

disebut dengan kebakaran hutan karena terjadi di dalam 

kawasan hutan, misal di areal HTI, HPH, Hasil Hutan 

Bukan Kayu (HHBK), sementara bila kebakaran itu 

terjadi di luar kawasan hutan yaitu di lahan maka disebut 

kebakaran lahan, misal kebakaran di kebun kelapa sawit, 

kebakaran di lahan masyarakat. Hal ini juga dikaitkan 

dengan UU yang berlaku, yaitu bila kebakaran terjadi di 

dalam kawasan hutan maka yang digunakan adalah UU 

No.41 thn 1999 tentang kehutanan, dan bila terjadi di 

luar kawasan hutan artinya terjadi di lahan maka UU 

yang dipakai saat ini adalah UU No.39 thn 2014 tentang 

Perkebunan. Namun, UU 32 thn 2009 tentang PPLH 
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dapat digunakan untuk penanganan kasus kebakaran 

yang terjadi di lokasi baik di dalam kawasan hutan 

maupun lahan. Sampai saat ini penerapannnya sudah 

berjalan baik, karena sudah banyak kasus yang ditangani 

baik administrasi, pidana dan perdata. 

Maladministrasi Maladministrasi diartikan sebagai perilaku atau 

perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, 

menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang 

menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian 

atau pengabaian kewajiban hukum dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh 

Penyelenggara Negara dan pemerintahan yang 

menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil bagi 

masyarakat dan orang perseorangan. Bentuk-bentuk 

maladministrasi yang paling umum adalah penundaan 

berlarut, penyalahgunaan wewenang, penyimpangan 

prosedur, pengabaian kewajiban hukum, tidak transparan, 

kelalaian, diskriminasi, tidak profesional, ketidakjelasan 

informasi, tindakan sewenang-wenang, ketidakpastian 

hukum, dan salah pengelolaan. 

Ombudsman Lembaga negara yang mempunyai kewenangan 

mengawasi penyelenggaraan Pelayanan Publik baik yang 

diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan 

pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan 

Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan 

Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau 
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perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan 

Pelayanan Publik tertentu yang sebagian atau seluruh 

dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan 

belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan/atau 

belanja daerah. 
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